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ABSTRAK

FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TATACARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ALMAN

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah: 1)
Untuk mengetahui Bagaimanakah Formulasi Kebijakan Peraturan Bupati
Kabupaten Buton Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang tatacara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 2) Untuk
mengetahui model kebijakan apa yang digunakan untuk memformulasikan
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30 Tahun 2013. Desain penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kajian non doktrinal, jenis
penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah bapak Bupati Buton
Utara, bapak Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala BPMD, Kepala Bagian
Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa,
sehingga banyaknya informan penelitian sebanyak 7 orang. Dari hasil penelitian,
maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: a). Kebijakan
dirumuskan oleh lembaga internal pemerintah yaitu sckeretariat daerah dan
BPMD b). Model kebijakan yang digunakan berdasarkan proses terbentuknya
adalah kebijakan kelembagaan, sedangkan berdasarkan substansinya adalah
kategori kebijakan substansif versus prosedural.

Kata Kunci: Formulasi, kebijakan dan pemilihan kepala desa

|
i
‘ Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43131.pdf

ABSTRACT

FORMULATION OF REGULATION POLICY NORTH BUTON OF
NUMBER 30 YEAR 2013 CONCERNING REGARDING PROCEDURE
NOMINATION, ELECTION, DISTRIBUTION, APPOINTMENT,
CESSATION OF COUNTRYSIDE VILLAGE HEAD

ALMAN

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Policies should be understood as a series of more or less connected activities and
consequences for those concerned rather than as stand-alone decisions. The
purpose of this research are: 1) To know how the policy formulation of Regent
Regent of North Buton Regency Number 30 Year 2013 about procedure of
nomination, election, appointment, inauguration, and dismissal of village head. 2)
To know what policy model used to formulate Regulation of North Buton Regent
Number 30 Year 2013. The research design used in this research is included non
doctrinal study, descriptive research type. The informants in this study were the
father of the Regent of North Buton, the Regional Secretary, Assistant I, the Head
of BPMD, the Head of Government, the Head of Legal and the Head of the
Village Government, so the number of research informants was 7 people. From
result of research, hence formulated some conclusion as follows: a). The policy is
formulated by the internal government agency ie the regional secretariat and
BPMD b). The policy model used based on the formation process is institutional
policy, while the substance based on the substance is substantive versus
Procedural policy.

Keywords: Formulation, policy and election of village head
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Hasil Wawancara dengan Bupati Buton Utara
Bupati Buton Utara bapak MRZ mengatakan bahwa :

“Melihat semakin maraknya kisruh pemilihan kepala desa

43131.pdf

disetiap

daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Buton Utara, maka kami

mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tatacara pemilihan,

pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa,

agar pemilihan kepala desa lebih efisien baik dari segi waktu maupun

biaya, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah,

konflik.

Selain itu kebijakan ini dibuat agar lebih terarah dalam pelaksanaannya

sehingga tidak berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal

ini menjadi dasar kami untuk memformulasikan peraturan bupati no 30

tahun 2013 yang mengatur tentang tatacara pemilihan, pencalonan,

pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala

(Wawancara 11 Desember tahun 2014),

2. Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara

Sekretaris Daerah kabupaten Buton Utara Bapak LJ mengatakan :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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“Banyaknya polemik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa
beberapa tahun terakhir yang terjadi hampir disetiap desa di Kabupaten
Buton Utara, seperti tidak teraturnya tatacara pemilihan, pencalonan,
pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, maka
pemerintah segera berupaya mengambil tindakan apa yang akan
dilakukan terkait persoalan ini, mengingat hal ini sangat substantif,
sehingga pemerintah harus segera membuat peraturan bupati untuk
mengatur segala hal yang berhubungan dengan pemilihan kepala
desa”. Dengan munculnya peraturan bupati nomor 30 tahun 2013,
maka selain muncul model pemilihan baru, juga dengan sangat tegas
dan rapi dalam mengatur tatacara pemilihan sampai proses pemilihan
selesai serta pelantikan dan pemberhentiannya pun diatur dalam
peraturan bupati ini. satu hal yang menarik bahwa dalam kebijakan
bupati ini lahir sebuah model pemilihan tertulis yang terbukti mampu
meminimalisir terjadinya politik uang. (Wawancara 12 Desember

tahun 2014).

3. Hasil Wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat
(Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah

Kabupaten Buton Utara Bapak ZA mengatakan :
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“Banyaknya polemik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa
beberapa tahun terakhir yang terjadi hampir disetiap desa di Kabupaten
Buton Utara, seperti tidak teraturnya tatacara pemilihan, pencalonan,
pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, maka
pemerintah segera berupaya mengambil tindakan apa yang akan
dilakukan terkait persoalan ini, mengingat hal ini sangat substantif,
sehingga pemerintah harus segera membuat peraturan bupati untuk
mengatur segala hal yang berhubungan dengan pemilihan kepala
desa”. Dengan munculnya peraturan bupati nomor 30 tahun 2013,
maka selain muncul model pemilihan baru, juga dengan sangat tegas
dan rapi dalam mengatur tatacara pemilihan sampai proses pemilihan
selesai serta pelantikan dan pemberhentiannya pun diatur dalam
peraturan bupati ini. satu hal yang menarik bahwa dalam kebijakan
bupati ini lahir sebuah model pemilihan tertulis yang terbukti mampu
meminimalisir terjadinya politik uang. (Wawancara 15 Desember

tahun 2014).

4. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(BPMD) Kabupaten Buton Utara
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buton

Utara Bapak LO mengatakan :
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“Peraturan Bupati no 30 tahun 2013 bertujuan untuk mengefisienkan
pelaksanaan pemilihan kepala desa, baik efisien dari segi waktu
maupun biaya tetapi kenyataannya ternayata kebijakan yang dibuat ini
tidak sesuai yang diharapkan dimana pemilihan yang dilakukan dua
tahap, secara langsung dan tertulis membutuhkan waktu yang cukup
lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan
sebelumnya yang hanya dilakukan satu kali saja. Namun memang dari
segi keamanan model ini sangat disukai oleh masyarakat karena dapat
mengurangi terjadinya perselisihan pasca pemilihan karena yang kalah
dalam pemilihan, akan merasa bahwa memang kualitasnya tidak baik
karena penilaiannya dilakukan juga secara tertulis. Pemilihan dengan
model ini memang dapat mengurangi terjadinya kecurangan seperti
politik uang dan terjadinya kekisruhan pasca pemilihan. Kami di
BPMD sebagai landing sector kegiatan sebagaimana termuat dalam
salah satu program kerja yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa
bertanggungjawab secara tekhnis pada pelaksanaan dan penganggaran
pemilihan kepala desa serta merancang metode pemilihan yang efektif
bersama asisten pemerintahan dan kesejateraan rakyat yang nanti akan
menjadi substansi formulasi peraturan bupati tentang tentang

pemilihan kepala desa. (Wawancara 13 Desember 2014).
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5. Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag. Tapem)
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara Bapak LA mengatakan :
“Salah satu Tupoksi Bagian Pemerintahan Umum adalah memfasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kelurahan. Pemerintahan
desa dipimpinoleh kepala desa yang dipilih lansung secara demokratis
oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam proses pemelihan tersebut,
kami berkewajiban untuk memfasilitasi secara kelembagaan proses
pemilihan agar berjalan tertib dan akuntabel. Langkah yang pertama
dan utama yang kami lakukan adalah membuat regulasi yang menjadi
pedoman pelaksanaan pilkades. Setelah melalui kajian yang seksama,
kami memformulasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Pencalonan, Pemilihan, = pengangangkatan, Pelantikan  dan
Pemberhentian Kepala Desa. Dengan lahirnya peraturan bupati
tersebut, kami juga mensosialisasikan kepada para kepala desa, kepala
BPD melalui para camat di wilayah Buton Utara. (wawancara 17

Desember 2014)

6. Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum (Kabag. Hukum)

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
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Kepala Bagian Hukum (Kabag. Hukum) Sekretariat Dacrah Kabupaten Buton
Utara Bapak AL mengatakan :

“Dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa adalah Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, dimana dalam pasal 203 ayat (1) berbunyi ‘Kepals
desa  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Repablik Indonesia
yang syarat selanjuinya dan tata cara pemilibannya diatur dengan Perda
yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah’ dan ayat (2) berbunyi
Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai
kepala desa. Selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan secara
detail tentang ketentuan pencalonan, pemilihan, pengangkatan,
pelantikan serta pemberhentian kepala desa. Selanjutnya di dalam
pasal 54 ayat (2) dinyatakan bahwa ‘pemilihan kepala desa dan masa
Jjabatannya akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota'.
Menindaklanjuti amanat PP 72 tentang desa, Bupati bersama
DPRD Buton Utara menerbitkan Perda Nomor 33 Tahun 2010
tentang Desa, dimana didalamnya tersurat bahwa hal-hal yang
terkait dengan Pilkkades akan dijelaskan lebih detail melalui Perbup.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaiman tupoksi
kami Bagian Hukum memastikan bahwa peraturan bupati tentang
pilkades ini mempunyai dasar hukum atau legal standing yang kuat
dan bisa menjadi pedoman pelaksanaan pilkades yang tertib dan

lancar”. (wawancara 18 desember 2014)
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7. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Kabid. Pemdes) BPMD Kabupaten Buton Utara
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kabid. Pemdes) BPMD
Kabupaten Buton Utara Bapak IR mengatakan :
“BPMD sebagai landing sektor pemilihan kepala desa mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan pemilihan kepala desa, lebih
khusus lagi tupoksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Pemdes) adalah merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan
pemilihan kepela desa dengan berkordinasi dengan bagian
pemerintahan secretariat daerah. Sesuai tupoksi, kami mengkaji
regulasi yang terkait dengan pemilihan kepala desa terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
menyusun rancangan peraturan bupati tentang pilkades. Kami juga
melakukan kajian tekhnis terhadap peraturan lain tentang
pemilihan yang relefan. Setelah kami menyelesaikan drafnya,
kami berkonsultasi dengan Bagian Pemerintahan Setda untuk
menguji kesesuaian produk tersebut terhadap keseimbangan
kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan Bagian
Hukum untuk menguji legal standing rancangan peraturan bupati
tersebut. Setelah mendapat persetujuan Bagian Pemerintahan dan
Bagian Hukum, selanjutnya secara hirarki kami mengajukan

rancangan tersebut kepada Asisten Pemenntahan dan Kesejateraan
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Rakyat Setda dan yang terakhir adalah persetujuan Sekretaris
Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum ditandatangani oleh
Bupati Buton Utara. Itulah proses terbentuknya Peraturan Bupati
Buton Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa yang termuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Utara yang wajib hukumnya untuk dijadikan pedoman
pelaksanaan setiap pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten
Buton Utara”. Tidak cukup sampai disitu, untuk mengefektifkan
penerapan Perbup tentang pilkades, Kami mememerintahkan
melalui Surat Edaran Bupati Buton Utara kepada kepala desa di
wilayah Buton Utara untuk segera menerbitkan Peraturan Desa
tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat

Desa. (wawancara 19 Desember 2014)
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B. Pembahasan
1. Formulasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor
30 Tahun 2013 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa ini merupakan produk politik pemerintahan
daerah dalam bentuk kebijakan publik. Kajian kebijakan publik semua produk
kebijakan yang sudah melalui tahapan-tahapan formal kebijakan yang berlaku,
setelah mendapat penetapan dan dimuat dalam lembaran negara dan tambahan
lembaran negara menjadi sah secara hukum positif untuk dilaksanakan.
Namun demikian, dalam kerangka politik yang secara mendasar mengarah
pada esensi demokrasi, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang
krusial.

Berdasarkan hasil penelitian dengan tekhnik wawancara, formulasi
kebijakan publik dalam pembentukan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2013
tentang pilkades terkesan marathon dalam pembahasannya sehingga hasilnya
banyak dipertanyakan. Salah satu pertanyaan mendasar adalah pembuatan
rancangan peraturan bupati itu cenderung tertutup dalam lingkaran birokrasi
pemerintah daecrah Kabupaten Buton Utara.

Rancangan peraturan bupati Buton Utara tentang pilkades ini dimulai
oleh landing sektor penyelenggaraan pilkades yaitu Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buton Utara terkhusus Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya diajukan ke bagian
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pemerintahan dan bagian hukum Sekretariat Daerah. Setelah mendapat
persetujuan dari Kabag Tapem dan Kabag Hukum, diajukan lagi ke Asisten
Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, kemudian meminta persetujuan
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara. Setelah mendapat persetujuan dari
para pejabat yang terkait secara hirarki, maka Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2013 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa ditandatangani oleh Bupati Buton Utara.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemdes
BPMD Kabupaten Buton Utara yang mengatakan bahwa :
“Setelah kami menyelesaikan drafnya, kami berkonsultasi dengan
Bagian Pemerintahan Setda untuk menguji kesesuaian produk tersebut
terhadap keseimbangan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan
di daerah dan Bagian Hukum untuk menguji legal standing rancangan
peraturan bupati tersebut. Setelah mendapat persetujuan Bagian
Pemerintahan dan Bagian Hukum, selanjutnya secara hirarki kami
mengajukan rancangan tersebut kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejateraan Rakyat Setda dan yang terakhir adalah persetujuan

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum ditandatangani
oleh Bupati Buton Utara”

Dari serangkaian proses kebijakan, ada satu bagian yang dapat
dikatakan sebagai jantung dari proses kebijakan. Formulasi menjadi titik
tekan dalam hal ini, karena formulasi menentukan kebijakan apa yang akan
diambil oleh pemerintah untuk menjawab public affairs yang sedang
terjadi. Proses formulasi yang ideal diharapkan  dapat  melahirkan

kebijakan yang tepat, sehingga tidak hanya menghasilkan kebijakan
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yang baik karena kebijakan yang baik belum tentu benar dan kebijakan
yang baik dan benar pun belum tentu relevan sebagai solusi atas sebuah
permasalahan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bupati Buton Utara

yang mengatakan bahwa
“Melihat semakin maraknya kisruh pemilihan kepala desa disetiap
daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Buton Utara, maka kami
mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tatacara pemilihan,
pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala
desa, agar pemilihan kepala desa lebih efisien baik dari segi waktu
maupun biaya, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah
atau konflik”

dan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara yang juga

mengatakan bahwa
“Banyaknya polemik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa
beberapa tahun terakhir yang terjadi hampir disetiap desa di
Kabupaten Buton Utara, seperti tidak teraturnya tatacara pemilihan,
pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala
desa, maka pemerintah segera berupaya mengambil tindakan apa
yang akan dilakukan terkait persoalan ini, mengingat hal ini sangat
substantif, sehingga pemerintah harus segera membuat peraturan
bupati untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan
pemilihan kepala desa”.

Setelah Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pilkades terbentuk,
Pemerintah Kabupaten Buton Utara cenderung memaksakan kehendak publik
atau stageholders yang terkait dengan pelaksaan pemilihan kepala desa untuk
mngikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam perbup tersebut
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemdes yang
mengatakan bahwa

“Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30 Tahun 2013 tenfang

Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan, = Pelantikan  dan

Pemberhentian Kepala Desa yang termuat dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Buton Utara yang wajib hukumnya untuk dijjadikan

pedoman pelaksanaan setiap pemilihan kepala desa di wilayah

kabupaten Buton Utara”. Tidak cukup sampai disitu, untuk
mengefektitkan penerapan Perbup tentang pilkades, Kami
mememerintahkan melalui Surat Edaran Bupati Buton Utara kepada
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kepala desa di wilayah Buton Utara untuk segera menerbitkan

Peraturan Desa tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan

Perangkat Desa “

Hal ini sesuai dengan teori Dye dalam Rusli (2013:57-58), pada
dasarnya  formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan
intervensi terhadap kehidupan publik untuk mencari pemecahan masalah
(problem solving). Dalam melakukan intervensi itu pemerintah diberikan
kewenangan untuk dapat memaksa publik agar kebijakan yang telah
ditetapkan ditaati dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Inilah yang berbeda dengan kebijakan lain yang bukan kebijakan publik
yang tentunya tidak memiliki sifat memaksa. Kebijakan publik yang
bersifat memaksa itu memiliki keabsahan karena pemerintah diberi
kewenangan otoratif oleh publik melalui wakil-wakilnya untuk melakukan

hal demikian.

Dalam kajian kebijakan Publik tahapan pembuatan rancangan baik
oleh eksekutif maupun legislatif seharusnya melibatkan stakholder dalam
kebijkan publik tersebut, namun kenyataannya hal ini jarang sekali dilakukan
sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan
kebijakan tersebut sangat sulit untuk mendapatkan akses informasi
perkembangannya. Warga perlu  mengikuti tahapan-tahapan dalam

pembahasan rancangan. Namun, kenyataannya, warga Desa ujung-ujungnya
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langsung mendapatkan sosialisasi mengenai perubahan peraturan daerah
tersebut. Memang benar secara formal tahapan-tahapan kebijakan publik
sudah dilakukan secara prosedural, namun demikian dengan sosialisasi yang
secara mendadak membuat warga menjadi terkejut dan bertanya-tanya,
bahkan menolaknya.

Penolakan ini kemungkinan terjadi karena seharusnya menurut teori
Dye selain aktor utama perumus kebijakan publik dalam hal ini pemerintah
atau lembaga legislatif (aktor inside government), juga diperlukan keterlibatan
aktor outside government yaitu kelompok-kelompok kepentingan yang
berwujud LSM atau sejenisnya, akademisi, konsultan, politisi, media masa,
opini publik, kelompok sasaran kebijakan maupun lembaga-lembaga donor.

Dalam perumusan kebijakan tentang perbup pilkades tidak satupun
lembaga diluar pemerintah yang dilibatkan dalam pembentukannya.
Jangankan melibatkan kelompok kepentingan atau media masa, uji public saja
terhadap sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat desa tidak dilibatkan
dalam proses lahirnya perbup tersebut. Padahal peran masyarakat desa
terutama tokoh masyakat desa sangatlah penting untuk menghasilkan
kebijakan public yang efektif dan efisien karena merkalah yang merasakan
dampak secara lansung terhadap penerapan kebijakan pilkades dimaksud.

Resistensi masyarakat terhadap aturan baru, Sehubungan dengan
kekosongan perangkat desa di beberapa desa di Kabupaten Buton Utara, maka

Pemerintah Desa memiliki keinginan untuk mengadakan pengisian Kepala
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Desa. Pengisian ini tentu saja dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat
tidak terbengkalai, khususnya terkait dengan segala urusan yang ada di Desa.
Keinginan Pemerintah Desa ini sejalan dengan keinginan sebagian besar
masyarakat Desa yang ingin memiliki Kepala Desa yang disampaikan sesuai
dengan hasil Rapat Desa yang dilaksanakan di Bulan Oktober 2013.
Namun Pemerintah Desa pada saat itu belum bisa mengambil langkah terkait
dengan adanya lowongan Kepala Desa, mengingat pada saat itu telah terbit
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; yang mengatur
hal-hal yang cukup mendasar dalam pengangkatan Kepala Desa dan sangat
berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa untuk
menentukan Kepala Desanya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Buton Utara
bersama DPRD Kabupaten Buton Utara membentuk peraturan daerah yaitu
Perda Nomor 33 Tahun 2010 tentang desa dengan ketentuan tambahannya
bahwa hal-hal lebih detail tentang pemilihan kepala desa akan diatur dengan
peraturan bupati.

Berdasarkan amanat Perda Nomor 33 Tahun 2010 tersebut,
pemerintah daerah melakukan pengkajian dan perumusan bersama yang
melibatkan BPMD sebagai landing sector pemilihan kepala desa, Bagian
Pemerintahan dan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
Dari hasil pengkajian bersama itulah dilahirkan Peraturan Bupati Buton Utara

Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 4 februari 2013 tentang Pencalonan,
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Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang
termuat dalam lembaran daerah Kabupaten Buton Utara.

BPMD mendorong pemberlakuan Peraturan bupati ini melalui Surat
Edaran Bupati Buton Utara yang ditujukan kepada seluruh desa di wilayahnya
yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa agar membuat peraturan desa
mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan
perangkat desa yang merujuk dan tidak bertentangan dengan peraturan
daearah tentang desa dan peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa.

Dalam penjelasan aturan-aturan perundangan tersebut, yang menjadi
pusat perhatian masyarakat dan Pemerintah Desa adalah terkait bahwa Kepala
Desa tidak lagi diisi melalui proses Pilkades, namun beralih pengangkatannya
melalui seleksi dengan Sistem Ujian Tertulis.

Pelaksanaan Pilkades sebagai wujud demokrasi lokal, Sebagian besar
tokoh-tokoh masyarakat akhirnya berinisiatif untuk membentuk Panitia Kecil
di Desa yang bertujuan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Namun
sebelum dibentuk Panitia di tingkat Desa, dibuat kesepakatan yang
ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga yang ada di Desa yang intinya
menyatakan bahwa pemenang di dalam Pemilihan Kepala Desa adalah calon
yang berhak untuk diajukan mengikuti pelaksanaan ujian seleksi melalui ujian
tertulis yang diadakan oleh Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat

Desa.
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Pelaksanaan seleksi melalui ujian tertulis sebagai wujud Implementasi
Kebijakan Pemerintah Proses Pencalonan dan Pengangkatan Kepala Desa
melalui seleksi dengan Sistem Ujian Tertulis sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 30 tahun 2013.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Pencalonan dan
Pengangkatan Calon Perangkat Desa terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh
Kepala Desa dengan maksud agar secara moral memiliki tingkat netralitas
yang tinggi dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengangkatan Kepala
Desa .Desa. Setelah Program Kerja dibuat dan disosialisasikan kepada
masyarakat, maka mulai dibuka Pendaftaran Calon Kepala Desa Desa.

Dengan hasil yang didapat ini setelah melalui proses ujian, akhirnya
baru dinyatakan lulus ujian seleksi sebagai Kepala Desa. Selanjutnya Panitia
melaporkan hasil pelaksanaan ujian ini kepada Kepala Desa dan BPD
mengusulkan untuk dilaksanakan Pelantikan terhadap Calon Kepala Desa
yang telah lulus menjalani proses seleksi ini.

Dasar pemikiran Perubahan dari Pilkades ke Ujian Tertulis Informasi
yang didapat dani Kalangan DPRD Kabupaten Buton Utara maupun Kabag
Pemerintahan, ketika Pembahasan peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2013,
khususnya berbicara tentang Pengisian Kepala Desa yang tidak lagi

menggunakan cara Pilihan Langsung adalah :
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a) Kekhawatiran dampak pasca pilkades yang mengakibatkan masing-masing
pendukung masih terlibat dalam suasana yang kurang harmonis dalam
melanjutkan pembangunan di Desa;

b) Pengeluaran yang cukup besar dalam penyelenggaraan pilkades. Antara
penghasilan Kepala Desa yg didapat dari pengelolaan tanah kas desa (tanah
bengkok Kepala Desa) dengan dana yang dikeluarkan oleh para calon
Kepala Desa dalam langkah-langkah upaya pemenangannya dalam proses
Pilkades tidak berimbang, sehingga dikhawatirkan dalam perjalanannya
nanti seorang Kepala Desa akan mudah terjerat permasalahan keuangan.

c) Dalam Struktur Organisasi, Kepala Desa adalah bawahan camat dalam
melaksanakan Program-program Desa yang ada di Desa, sehingga seorang
Kepala Desa dirasa tidak memiliki kebijakan langsung untuk menentukan
arah pembangunan Desanya.

Berdasarkan Dinamika Proses Pengisian Kepala Desa di atas maka
dapat ditarik beberapa faktor penyebab terjadinya dinamika dalam proses
pengisian Kepala Desa Desa sebagai berikut:

1. Pengunduran diri Kepala Desa sebelumnya yang dilantik menjadi Kepala
Desa pada tanggal 14 November 1995; yang ditindaklanjuti dengan
keluarnya Keputusan Kepala Desa Nomor 188/04/Kep/413.305.1/2007
tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa yang lama dari

Jabatannya Sebagai Kepala Desa
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2. Kekosongan Kepala Desa. Bulan Oktober 2013, pada saat pelaksanaan
Rapat Desa di Desa, disepakati oleh seluruh masyarakat untuk segera
diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk mengisi lowongan Kepala Desa.

3. Proses keluarnya Perda Nomor 33 Tahun 2010 tanggal yang kemudian
ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30
Tahun 2013 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan
Perangkat Desa Lainnya, dinilai terlambat disosialisasikan kepada
masyarakat khususnya kepada masyarakat Desa yang berencana mengisi
kekosongan Kepala Desanya.

4. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait
pengisian jabatan Kepala Desa , sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada tidak bisa menggunakan cara pilihan, melainkan harus
menggunakan sistem seleksi melalui ujian.

5. Masyarakat sulit menerima adanya aturan yang mengharuskan pengisian
Kepala Desa melalui ujian. Terlebih kebiasaan selama ini dalam
menentukan seorang Kepala Desa adalah dengan menggunakan cara
pilihan, sehingga aturan baru terkait ujian tidak sepenuhnya bisa diterima

6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa berembug, dan hasilnya tetap akan
menggelar pilihan di tingkat Desa dan Calon terpilih itu nantinya yang
diminta mendaftar mengikuti ujian yang diadakan oleh Panitia Penguji

Tingkat Desa. Hal ini diperkuat dengan dibuatnya Surat Penyataan oleh
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seluruh Pemilih, yang menegaskan bahwa Calon Kepala Desa yang diantar
oleh masyarakat untuk mengikuti ujian Perangkat Desa adalah hanya 1
orang, yakni pemenang dari pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa yang dulunya demokratis kini berbalik menjadi terpimpin. Namun
dengan adanya kesepakatan antara warga dengan pemerintah daerah akhirnya
demokrasi kembali dilakukan meski melalui dua cara yakni secara langsung
dan perwakilan/rekruitmen (ujian).

Sistem ujian ini sebenarnya di Indonesia telah terjadi sejak dahulu
(zaman ORBA). Namun, saat pada masa euforia politik dan satu sisi dan
ketidakpercayaan rakyat pada elit politik saat itu menjadikan proses rekrutmen
mengarah pada demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah.
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan fenomena kenegaraan
baru di Indonesia. Hal ini menyusul pemilihan elit eksekutif nasional yang
juga dilakukan secara langsung. Pilkada langsung pertama kali akan dilakkan
di 224 pemerintah daerah di Indonesia, sehinga segala hal yang melandasinya
perlu dibahas dengan seksama.

Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat
dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi dan proses kebijakan
publik dan partisipasi politik rakyat daerah. Dari pelakasanaan Peraturan
Bupati Kabupaten Buton Utara dan kesepakatan warga Desa tersebut, kita

akan melihat ke depan bagaimana pesta demokrasi lokal, khususnya di desa
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dan Desa akankah menjadi perkembangan reformasi politik yang lebih baik
lagi dari sebelum-sebelumnya.

Sebagaimana tujuan dalam penelitian yang dirumuskan pada bab satu
dalam rancangan penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap
temuan-temuan dalam penelitian ini.

1. Hubungan antara pemerintahan daerah (local state) dengan warga
negara/rakyat (society)

Hubungan antara pemerintahan daerah dan warga selalu berada
dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi
kelembagan daerah. Hubungan /Jocal state and society ini dapat
tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi daerah. Sejak lama,
sebagai gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik dalam
perkembangan organisasi kelembagaan desa.

Seperti rembuk desa dan musyawarah desa misalnya. Demokrasi
sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan daerah dengan
hierarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem kelembagaan desa.
Artinya, sistem politik daerah merupakan sub politik nasional dalam
bingkai sistem kenegaraan. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti
terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan
terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi
lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam

pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.
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2. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara
yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah.

Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan subsistem dari
demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam
mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat
di lingkungannya. Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah,
khususnya Pemerintahan Desa (Kepala Desa), dalam penelitian ini,
menjadi momentum yang masih memberikan pertanyaan besar dalam
pelaksanaannya kelak di periode-periode setelahnya. Pertanyaan ini
berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2013 dan kesepakatan
warga yang belum dimasukkan dalam ranah konstitusi. Hasil kesepakatan
warga dengan Pemerintah Daerah ini, jika tidak tidak segera di rumuskan
dalam Peraturan Daerah setelahnya, maka akan lemah di mata hukum.
Namun, yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana derajat kepentingan
warga adalah terpilihnya kepala Desa yang akuntabel sesuai dengan needs

for achievment rakyatnya.
2. Model Kebijakan yang dilakukan Bupati Buton Utara Tentang Tatacara
Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Buton Utara.

Wawancara dengan Kabid. Pemdes BPMD Kab. Buton Utara yang

mengatakan :
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“Tidak cukup sampai disitu, untuk mengefektifkan penerapan Perbup
tentang pilkades, Kami mememerintahkan melalui Surat Edaran
Bupati Buton Utara kepada kepala desa di wilayah Buton Utara untuk

segera menerbitkan Peraturan Desa tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa. (wawancara 19
Desember 2014)

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten
Buton Utara cenderung memaksakan pemberlakuan perbup tentang pilkades
tanpa uji publik atau melibatkan sumbang saran dari masyarakat Buton Utara
terutama yang berkepentingan dengan pemilihan kepala desa. Setelah
terbentuknya perbup, pemerintah daerah lansung memerintahkan para kepala
desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa untuk segera
menerbitkan Peraturan desa tentang Pencalonan, pengangkatan dan pelantikan
perangkat desa.

Teori model-model kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli
kebijakan yang terdiri dari 1). model kelembagaan (Institutional) yang
menekankan bahwa tugas pembuat kebijakan adalah kewenangan
pemerintah, 2). Model Proses (Process) yang menekankan pada bagaimana
proses kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan substansi, 3). Model
Kelompok (Group) yang mengandaikan kebijakan sebagai titik
keseimbangan, 4). Model Elit (Elitte) yang mengandalkan pada asumsi
baﬁwa didalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, 5). Model
Rasional (rational) yang menekankan bahwa pembuat kebijakan harus

memilih kebijjakan yang member manfaat optimum bagi masyarakat
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6). Model Incremental yang merupakan kritik terhadap model rasional,
7). Model Teori Permainan (Game Theory) yang dicap sebagai model
konspiratif, 8). Model Pilihan Publik (Public Choice) sebagai proses
formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas
keputusan yang diambil, 9). Model Sistem (System) yang dikenal dengan tiga
komponen yaitu input, proses dan output.

Berdasarkan klasifikasi model-model kebijakan publik tersebut, maka
proses pembentukan kebijakan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30
Tahun 2013 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa jelas menggunakan model kebijakan
kelembagaan (institusional), dimana dalam proses terbentuknya hanya
melibatkan unsur-unsur birokrasi di dalam pemerintahan kabupaten yaitu
Bupati Buton Utara, Sekda, Asisten I, Kabag. Hukum, Kabag. Tapem,

Kepala BPMD dan Kabid. Pemdes.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dye, ada tiga hal yang membenarkan
pendekatan ini yaitu pemerintah memang sah membuat kebijakan publik,
fungsi bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi
pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama. Dari ketiga penjelasan
persebut yang lebih memungkinkan adalah pernyataan bahwa pemerintah
daerah memang sah membuat kebijakan peraturan bupati tentang pilkades.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Kabag. Hukum
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Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara :

“Menindaklanjuti amanat PP 72 tentang desa, Bupati bersama DPRD Buton

Utara menerbitkan Perda Nomor 33 Tabun 2010 tentang Desa, dimana

didalamnya tersurat bahwa hal-hal yang terkait dengan Pilkkades akan dijelaskan

lebih detar] melalui Perbup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaiman
tupoksi kami Bagian Hukum memastikan babwa peraturan bupati tentang
pilkades ini mempunyai dasar hukum atau lgal standing yang kuat dan bisa

menjads pedoman pelaksanaan pilkades yang tertib dan lancar”. (wawancara 18

desember 2014)

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa Pemda Buton Utara
mempunyai kewenangan yang kuat untuk merumuskan peraturan bupati
tentang pemilihan kepala desa secara lansung. Dalam proses penyusunannya,
pemerintah daerah tidak melibatkan unsur-unsur lain yang seyogyanya
menjadi stageholders dalam pembuatan kebijakan publik seperti DPRD atau
lembaga-lembaga lainnya karena lahimya peraturan bupati ini sebagai
pengejewantahan dari Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Desa, dimana didalam proses terbentuknya telah melibatkan Anggota DPRD
yang mempunyai fungsi legislasi.

Secara tradisional pendekatan kelembagaan (institutional) menitik
beratkan pada penjelasan lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih
formal dan legal yang meliputi organisasi formal, kekuasaan legal,
aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitasnya. Hubungan formal
dengan lembaga lainnya juga menjadi titik berat dari pendekatan

kelembagaan. Dalam proses perumusan kebijakan perbup tentang

pilkades, pemerintah daerah hanya bekerja sama antar lembaga
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internal yang terkait. Sehingga kebijakan tersebut murni menganut model
kelembagaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Banyak pakar yang mengajukan
kategori kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James
Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) mengelompokan
menjadi tiga kategori berdasarkan substansi kebijakan yaitu; a) Kebijakan
substantif versus kebijakan prosedural, b) Kebijakan distributif versus
kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif, ¢) Kebijakan materal
versus kebijakan simbolik d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang
umum (public goods) dan barang privat (privat goods).

Berdasarkan hal di atas, maka model kebijakan yang diambil oleh
Bupati Buton Utara masuk dalam kategori model kebijakan substantif versus
prosedural dimana Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa
yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah
bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

Hal tersebut jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui
kepala Daerah/Bupati mengambil kebijakan substatif dalam rangka mengatur
dan mengawal tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan
pemberhentian kepala desa, agar memiliki regulasi dan payung hukum yang
jelas karena tidak diatur secara jelas dalam peraturan daerah, maka hal ini
menjadi sebuah alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan

Bupati Nomor 30 Tahun 2013.
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Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Asisten I
Bapak ZA yang mengatakan bahwa:
“Banyaknya polemik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa
beberapa tahun terakhir yang terjadi hampir disetiap desa di
Kabupaten Buton Utara, seperti tidak teraturnya tatacara pemilihan,
pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala
desa, maka pemerintah segera berupaya mengambil tindakan apa
yang akan dilakukan terkait persoalan ini, mengingat hal ini sangat
substantif, sehingga pemerintah harus segera membuat peraturan

bupati untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan
pemilihan kepala desa”. Dengan munculnya peraturan bupati nomor

30 tahun 2013,

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sangat jelas model
kebijakan yang dilakukan Bupati dalam mengeluarkan peraturan Bupati No 30
tahun 2013 yaitu kebijakan substatif dimana kebijakan ini muncul dari
berbagai alasan seperti terjadinya permasalahan yang terjadi dalam pemilihan
kepala desa sehingga pemerintah berpikir tentang apa yang akan segera
dilakukan, schingga pemerintah mengambil kesimpulan untuk segera
membuat peraturan bupati untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam
pemilihan kepala desa. Satu hal yang terpenting dalam hal ini adalah membuat
peraturan bupati yang mengatur tentang tatacara pemilihan, pencalonan,
pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, melalui
serangkaian proses yang cukup panjang.

Pemerintah melalui eksekutif mengeluarkan kebijakan Peraturan
Bupati Nomor 30 tahun 2013 tentang tatacara pemilihan, pencalonan,

pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa dengan tujuan yang
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lebih baik. Banyaknya masalah yang terjadi terkait pemilihan kepala desa di
wilayah Kabupaten Buton Utara, maka selain tujuan memperbaiki sistem

pemilihan Kepala Desa juga memiliki urgensi secara hukum.
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat
dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses formulasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor
30 Tahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton Utara dirancang secara tekhnis oleh Bidang
Pemdes BPMD, kemudian di koordinasikan dengan pemerintah daerah
melalui Asisten I yang dikaji oleh Bagian Pemerintahan secara kelembagaan
dan Bagian Hukum untuk kajian hukumnya, selanjutnya setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Sekda di ajukan ke Bupati Buton Utara
untuk di tanda tangani. Sekda Kabupaten Buton Utara memasukan ke
Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai dokumen daerah,
sekaligus ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bupati Buton Utara kepada
Kepala Desa di wilayah Buton Utara yang menyelenggarakan pilkades untuk
segera menindaklanjuti perbup tersebut dengan menerbitkan peraturan desa
tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pelantikan perangkat desa.

2. Model Kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton
Utara berdasarkan proses pembentukannya adalah kebijakan kelembagaan

(institutional), dimana dalam penyusunan perbup hanya melibatkan unsur
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birokrasi lingkup Pemda tanpa melibatkan aktor-aktor outside government
yang hanya mengedepankan fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah di
setiap sector dan tingkat didalam formulasi kebijakan. Sedangakan
berdasarkan substansi formulasi perbup pilkades Buton Utara termasuk
kategort kebijakan substatif versus prosedural, dimana kebijakan prosedural
menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menjawab berbagai
permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa sehingga pemerintah
berpikir tentang apa yang akan segera dilakukan (prosedural), yaitu dengan
segera menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang
pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala

desa

B. Saran-saran

1. Perlu ada revisi dan penyempurnaan perbup tentang pilkades nomor 30 tahun
2013 terutama hal-hal yang masih multi tafsir, dengan melibatkan aktor
outside government dalam hal ini kelompok kepentingan, akademisi, politisi,
media masa dan terutama masyarakat yang akan menyelenggarakan pilkades
melalui proses uji publik peraturan.

2. Perlu sosialisasi perbup yang lebih intesif kepada masyarakat terutama panitia
desa yang akan menyelenggarakan pilkades, untuk lebih efektifnya penerapan

peraturan pilkades
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